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ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun detail persyaratan bakal calon terkait
ketentuan pasal sebelumnya, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf g berbunyi : “tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan rpcnjawab
i bagaimanakah kategorisasi mantan

permasalahan yang ada yaitu mengenai

terpidana yang tidak dapat diikutkan pemilu legislatif menurut PKPU Nomor _20
" Tahun 2018 serta bagaimanakah eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jika
" dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan pemn:ia.ng—undmggn. L
N Kategorisasi mantan terpidana yang tidak dapat diikutkan pemilu legislatif
ahun 2018 dapat dinyatakan bahwa dalam seleksi

dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
narkoba, kejahatan seksual terhadap

" bakal calon secara demokratis
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PENUTUP

.. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beriky
| Kategorisasi mantan (erpidana yang tidak dapat diikutkan pemilu
legislatil menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa
dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Makna bunyi
pasal tersebut memperlihatkan pembatasan hak pada beberapa kategori
mantan terpidana tersebut, yakni mantan terpidana bandar narkoba.
kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.
Eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jika dikaitkan dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan secara formil, asas yang
tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

tan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya
mua

merintahan
peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pe

berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang.
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